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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan perlu
dipelihara dengan baik. Guna mencapai perwujudan masyarakat yang adil dan
makmur itulah maka pelaksanaan pembangunan nasional harus senantiasa
memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pemerataan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.’

Salah satu sarana yang memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan
adalah perbankan. Hal ini disebabkan oleh karena fungsi utama bank sebagai suatu
wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif
dan efisien, dengan berasaskan “demokrasi ekonomi” dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian.?

Asas demokrasi ekonomi di sini adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prinsip

kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian

; Lihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan




serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.> Demokrasi
ekonomi merupakan asas dasar aktivitas kegiatan perekonomian yang mempunyai arti
bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi
pemerintah juga berkewajiban untuk memberi pengarahan, dan bimbingan terhadap
pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia
usaha.*
Menurut Mubyarto, Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:’
1. Dalam sistem Ekonomi Pancasila, koperasi adalah soko guru perekonomian;
2. Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi,
.so.s-ial, dan yang paling penting ialah moral;
3. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga dalam perekonomian Pancasila terhadap solidaritas sosial;
4. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti
nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi;
5. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara

perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam

pelaksanaan kegiatan ekonomi.

jPasgl 33.Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, HIm.25

SZ?;;]aIéASikin' Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
m.




Selanjutnya, Demokrasi Ekonomi harus menghindari ciri-ciri yang bersifat
negatif, seperti:6

1. System free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia, dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah
menimbulkan dan menyebabkan kelemahan struktural posisi Indonesia di
dalam ekonomi dunia;

2. System etatisme, dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat
dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit di
luar sektor negara;

3. Monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatannya, —pe.r.bankan menggunakan prinsip kehati-
hatian, prinsip ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh
pengelola bank. Apabila pengelola bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian
maka tidak hanya akan merugikan pemilik bank itu sendiri, namun juga dapat
merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan.’

Menurut Fockema Andreae, lembaga keuangan bank atau bank adalah suatu
lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan
memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga. Berhubung dengan adanya cek yang

hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas

® Joni Emirzon, Hukum Perbankan...Op.cit. Him.26
7 Ibid.




adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan
uang untuk pihak ketiga.®

Sedangkan Noah mengartikan bank sebagai:9

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan
pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan
cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan
meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.

2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.

3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat
beroperasinya perusahaan perbankan.

G. M. Verrijn Stuart mengartikan bank sebagai suatu badan yang_b;rtujuan
untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat
pembayarannya sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk
maksud itu, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran baru berupa
uang giral'’,

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

$ Zainal Asikin, Pokok-Pokok...Op.cit. Him.4

9 .
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang N 10 tah i
Aditya Bakti, Bandung. Him.13-14 g g Nomor 10 tahun 1998, Citra

10, .
C.T.S. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia Buku Kedua, Sinar Grafika
Jakarta Him.$ '




dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian bank di atas yang memberikan definisi bank secara
tegas adalah pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
karena dalam pengertian tersebut terlihat sangat jelas dan tegas mengenai fungsi
utama atau ruang lingkup kegiatan bank."!

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat,
bank-bank yang ada di Indonesia semakin bersaing untuk memberikan pelayanan
yang baik bagi nasabahnya. Peningkatan pelayanan ini terfokus pada masalah
efektifitas dan efisiensi waktu serta prosedur dalam melakukan transaksi dengan
pihak bank. Dalam rangka peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan mutu
pelayanan bank kepada nasabahnya inilah, bank dituntut untuk mengembangkan
strategi bisnis bank dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan Teknologi
Informasi untuk meningkatkan daya saing bank.'? Oleh karena nasabah lebih tertarik
menggunakan fasilitas akses perbankan yang praktis, canggih dan memberikan
kemudahan-kemudahan."’ Atas dasar inilah bank-bank di Indonesia semakin
berinovasi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi nasabahnya. Perkembangan

fasilitas akses perbankan terlihat dalam hal transaksi pembayaran, transfer uang dan

:; Joni Emirzon, Hukum Perbankan...Op-Cit, Him. 24
Lihat. dalam I_’gnjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

13 Stephen Liestyo, Nasabah Dan Bank-Optimalisasi Fasilitas Perbankan, Elek Media Komputindo,
Jakarta, Him. 25.




sebagainya, nasabah tidak perlu datang dan antri di bank tetapi dapat diganti oleh
fasilitas-fasilitas akses perbankan yang lebih praktis dan mudah seperti transaksi
melalui telepon atau ponsel. Dengan adanya fasilitas yang praktis maka nasabah
dapat melakukan transaksi yang efektif dan efisien.

Pada awalnya ponsel merupakan alat komunikasi jarak jauh yang dapat dibawa
kemana-mana yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Namun seiring dengan
perkembangan zaman, ponsel menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang, hampir
setiap orang memiliki ponsel. Ponsel ini tidak hanya berfungsi sebagai alat
komunikasi melalui suara saja, tapi juga dilengkapi dengan layanan komunikasi teks
yang dikenal dengan SMS (Short Message Services). Saat ini layanan SMS dapat
' disebut sebagai media publik yang populer, sebab SMS tidak hanya merambah dalam
komunikasi ruang pribadi melainkan juga komunikasi yang bersifat sosial, sarana
bisnis bahkan sarana transaksi perbankan.

Dalam hal kegiatan bisnis dan perbankan, dewasa ini banyak pihak yang
menggunakan ponsel dengan fasilitas SMS untuk mengadakan transaksi. Hal ini
dianggap lebih praktis dan efisien. Akan tetapi asas kepercayaan harus diutamakan
dalam transaksi semacam ini karena transaksi seperti ini rentan terhadap kejahatan.

Di samping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari penggunaan

Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional perbankan, beberapa resiko yang

7
akan dihadapi oleh nasabah (konsumen) dalam kegiatan atau tran ,ﬁéjp,gﬁ,}bp\
S &}, .
antara lain adalah: Q’ '» |
\ m *t*"x w’« |
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1. Penipuan;

2. Keterbatasan jangkauan perlindungan;
3. Jurisdiksi;

4, Kurangnya informasi bagi konsumen;
5. Privacy.

Selain itu akta-akta elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian,
karena akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan, atau
justru dibuat oleh seseorang yang sesungguhnya bukan para pihak tetapi seolah-olah
bersikap seperi halnya para pihak yang benar.

Sebelumnya, dunia perbankan telah mengenal fasilitas Phone Banking, dan
A dalam perkembangan selanjl—lm;a transaksi melalui ponsel dikembangkan lagi melalui
fasilitas SMS yang dikenal dengan sebutan SMS Banking. Fasilitas ini
memungkinkan nasabah melakukan transaksi via ponsel dengan perintah SMS. Fitur
transaksi yang dapat dilakukan melalui fasilitas ini yaitu informasi saldo rekening,
pembayaran (antara lain: kartu kredit, listrik dan telepon rumah), dan pembelian
voucher isi ulang.'"* Untuk transaksi lainnya dapat pula dilakukan, namun sangat
tergantung pada akses yang diberikan oleh bank. Fasilitas ini sebenarya termasuk
praktis, namun pada prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal
kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS. Dalam fasilitas SMS Banking ini

nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor ponsel yang akan digunakan.

14 Stephen Liestyo, /bid Him. 20.




PT. Bank Sumsel juga telah menggunakan SMS sebagai salah satu fasilitas
dalam mengadakan transaksi-transaksi perbankan yang disebut dengan fasilitas SMS
Banking TELEPATI (Transaksi Seluler Tanpa Henti). Dengan menggunakan fasilitas
SMS Banking TELEPATI, nasabah Bank Sumsel dapat mentransfer dana, melakukan
cek saldo tabungan dan deposito, serta berbagai transaksi lainnya di mana saja setiap
saat.'’

Apabila dilihat dari segi teknis dan pelaksanaannya transaksi perbankan melalui
SMS memiliki perbedaan yang signifikan dengan transaksi perbankan pada
umumnya, para pihak yaitu nasabah dan pihak bank tidak saling bertatapan muka
dalam mengadakan transaksi, sehingga:'6

1. Transaksi perbankan dilakukan dalam bentuk tek; -(‘pesan singkat/SMS,
dimana nasabah melakukan perintah kepada pihak bank untuk melaksanakan
transaksi;

2. Tidak ada tanda tangan antara kedua belah pihak sebagai bukti tertulis dalam
melakukan transaksi;

3. Nasabah dalam melakukan transaksi menggunakan PIN (Personal
Identification Number) yang diberikan oleh pihak bank yang sifatnya rahasia.

Kemudian akan menjadi masalah apabila pada suatu saat nasabah mengajukan

klaim karena karena merasa rugi akibat adanya transaksi yang terjadi pada

rekeningnya dan hal tersebut di luar sepengetahuannya. Karena ia akan kesulitan

:: PT. Bank Sumsel, Brosur Bank Sumsel SMS Banking Telepati, Hlm. 1
Bank Sumsel, Ketentuan Layanan SMS Banking Bank Sumsel.




untuk mengajukan bukti-bukti. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti-bukti
tertulis seperti dalam hal transaksi yang diadakan langsung secara tatap muka dengan
pihak bank. Sehingga dalam masalah ini membutuhkan penyelesaian sengketa antara
pihak bank dan nasabah. Selain itu, karena transaksi semacam ini sangat rentan
terhadap kejahatan, maka diperlukan adanya jaminan terhadap perlindungan nasabah

yang menggunakan fasilitas ini.

B. Permasalahan
Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
1. Apakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan melalui
fasilitas SMS Banking TELEPATI?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Bank Sumsel pengguna

fasilitas SMS Banking TELEPATI?

C. Ruang Lingkup
Mengingat luasnya jangkauan perjanjian yang timbul antara nasabah dan
pihak bank dalam mengadakan transaksi perbankan, maka supaya skripsi ini
tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, permasalahan dibatasi
hanya mengenai fasilitas SMS Banking dari Bank Sumsel yang dikenal dengan
SMS Banking TELEPATI khususnya mengenai akibat hukum yang timbul dari

perjanjian itu dan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas SMS

Banking TELEPATI.
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan
melalui fasilitas SMS Banking TELEPATI.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Bank Sumsel pengguna

fasilitas SMS Banking TELEPATIL

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan untuk mengembangkan hukum perbankan sebagai ilmu
pengetahuan.
c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan di bidang hukum perbankan khususnya mengenai masalah

perkembangan transaksi elektronik di dunia perbankan.
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2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pihak-pihak
yang terkait dalam menentukan arah kebijakan.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi hukum dalam

menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah perbankan.

F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum
Normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari asas-
asa;, kaldah dan norma. Dengan melakukan studi kepustakaan serta
mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang akan dibahas ditambah dengan data-data penunjang
yang didapat dari bank yang bersangkutan.
2. Bahan Hukum
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang
undangan, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBL/2006 tentang Mediasi
Perbankan

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi
Informasi Oleh Bank Umum o

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PB1/2006
tentang Mediasi Perbankan

. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi:

1.

2

Buku-buku literatur;
Hasil-hasil penelitian;
Ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan

relevan dengan objek kajian penelitian.
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c¢. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

yang meliputi:

1.

2.

Koran atau harian, majalah atau jurnal;
Internet;

Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan
objek kajian penelitian.

Ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh Bank
Sumsel sehubungan dengan fasilitas layanan SMS Banking

TELEPATI.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam

penulisan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan dengan membaca literatur,

artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan perkuliahan, peraturan yang terkait

dan bahan pustaka lain guna mendapatkan bahan teoritis yang akan

membantu penulis. Serta ditambah dengan informasi dan data-data dari

bank yang terkait sebagai data penunjang yang memberikan gambaran

tentang praktek perbankan khususnya mengenai fasilitas SMS Banking

TELEPATI.
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4. Analisis Bahan Hukum
Dengan melakukan Pendekatan Kualitatif yaitu data yang telah terkumpul
akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara
sistematis untuk. memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban

permasalahan yang ada.
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